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ABSTRAK
Universitas Nasional
Pasca Sarjana Program Magister Hukum
TESIS, Agustus, 2025
Nama Penulis :Ikram A. Abubakar
NPM :231020518041

Judul Tesis :BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN
Isi Abstrak :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur hak imunitas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk perlindungan hukum dalam
menjalankan tugas konstitusionalnya. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan
kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak seluruh
tindakan anggota DPR dalam berbagai konteks dijelaskan batasannya secara
eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan normatif hak imunitas
DPR serta implikasinya terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (eguality
before the law).Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data
terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dokumen legislatif dan
putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi
titik-titik rawan penyimpangan dari hak imunitas yang dijadikan tameng dalam
menghadapi proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak
imunitas DPR bersifat konstitusional, pembatasannya dalam Pasal 224 dan Pasal
245 UU MD3 belum sepenuhnya efektif menahan laju penyalahgunaan
kewenangan. Dalam praktiknya, imunitas kerap dimaknai secara luas oleh
sebagian anggota DPR untuk menghindari proses hukum, meskipun tindakannya
berada di luar pelaksanaan tugas dan wewenang. Hal ini bertentangan dengan
prinsip negara hukum yang menjunjung kesetaraan semua warga negara di depan
hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi norma dan penguatan
mekanisme pengawasan internal lembaga legislatif agar hak imunitas tidak
menimbulkan ketimpangan dalam sistem peradilan.

Jumlah Referensi Buku:30, Jurnal:28, Peraturan Perundang-undangan:4,Putusan
Pengadilan:4, Tesis:3, Artikel dari internet:10, Kamus:1
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ABSTRACT
National University
Postgraduate Program Master of Laws
THESIS, Agustus, 2025
Name :Ikram A. Abubakar
NPM 231020518041

Thesis Titl : LIMITATIONS ON THE IMMUNITY RIGHTS OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVES (DPR) IN IMPROVING ITS SUPERVISORY
FUNCTION

Abstract Contents

Law Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment to Law Number 17 of
2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the
Regional Representative Council, and the Regional House of Representatives (MD3
Law) regulates parfiamentary immunity for members of the House of
Representatives (DPR) as a form of legal protection in the exercise of their
constitutional functions. However, this provision raises concerns about potential
abuse of power, as it does not explicitly define the boundaries of protected actions
in all contexts. This research aims to analyze the normative limits of parliamentary
immunity and its implications for the principle of equality before the law.The
research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case
study approaches. Data sources consist of primary and secondary legal materials,
including legislative documents and court decisions. The analysis is conducted
qualitatively to identify the critical points where the right to immunity can be
misused to evade legal accountability.The findings show that although
parfiamentary immunity Is constitutionally guaranteed, the limitations set out in
Articles 224 and 245 of the MD3 Law are not entirely effective in preventing abuse.
In practice, some DPR members interpret this right broadly to avoid legal
processes, even when their actions fall outside their legisiative duties. This
contradicts the principle of a rule-of-law state that upholds equality of all citizens
before the law. Therefore, reformulation of the legal provisions and reinforcement
of internal oversight mechanisms within the legislature are necessary to prevent
immunity from becoming a tool of legal inequality.

Number of Book References. 30, Journals: 28, Legisiation: 4, Court Decisions. 4,
Theses: 3, Articles from the internet: 10,Dictionary: 1

Mentor Name: Dr. Mustakim, SH, MH, CMC, CCD
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